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Abstrak : Pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan generasi bangsa 
agar dapat menjadi warga Negara Indonesia yang memiliki daya saing 
yang tinggi di era globalisasi ini. Mengingat pentingnya pendidikan 
bagi masyarakat Indonesia banyak pihak yang berupaya menarik-narik 
pendidikan dalam dunia politik demi memperoleh keuntungan yang 
sebesar-besarnya baik bagi diri sendiri maupun kelompok. Ada yang 
berniat baik ingin memajukan pendidikan Nasional namun tidak sedikit 
diantara politisi tersebut yang hanya menjadikan pendidikan sebagai 
alat politik saja. Intervensi politik dalam dunia pendidikan semakin 
menjadi-jadi dan berkembangbiak setelah masuknya era reformasi. 
Pada era ini pendidikan betul-betul telah dijadikan alat politik untuk 
mendulang suara demi mencapai kemenangan dan memenuhi hasrat 
politik. Intervensi politik dalam dunia pendidikan tidak selamanya 
bernilai negative, intervensi ini dapat pula bernilai positif apabila 
diintervensi oleh politisi-politisi yang memiliki idealism yang tinggi 
tanpa memperhitungkan untung rugi baik bagi diri maupun 
kelompoknya. Namun sayang, politisi seperti ini jumlahnya masih 
relatif sedikit sehingga tidak terlihat pada permukaan. 
 
Kata Kunci: Politik, Kebijakan Pendidikan, Reformasi. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
A. Latar Belakang 
Pendidikan dalam masyarakat modern dewasa ini, seperti di Indonesia 
telah menjadi wacana publik. Mulai berkembangnya pengkajian tentang kebijakan 
pendidikan ke ranah publik dapat dicermati mengenai pelaksanaan amandemen 
keempat Undang Undang Dasar yang mengatakan bahwa sekurang-kurangnya 20% 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja 
 
 
 
 
 
2 
 
ISSN : 2252-3812 
Vol. IV No. 2 Edisi September 2015-Februari 2016 
 
Daerah diperuntukkan bagi pengembangan pendidikan nasional(Tilaar & Nugroho, 
2012: 2). 
Terlepas dari itu semua, pada era pasca reformasi ini setidaknya telah 
membuka wawasan bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik masyarakat modern 
atau masyarakat tradisional terkait pentingnya pendidikan berikut upaya-upaya/cara 
untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan adalah salah satu kunci untuk 
membuka wawasan masyarakat. Selain dari pendidikan, politik yang ada dalam 
masyarakat besar maupun kecil perlu kiranya dibedah selebar-lebarnya agar 
masyarakat paham akan pentingnya pendidikan yang ada di Indonesia dan 
memanfaatkan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Masyarakat harus paham betul 
pentingnya politik pendidikan karena muara politik pendidikan menuju kepada 
kebijakan pendidikan, bukan semata-mata politisasi pendidikan. Hal ini perlu 
dipertegas karena bagi masyarakat kecil atau tradisional beranggapan bahwa politik 
adalah kotor dan lain sebagainya. Sehingga masih menjadi perdebatan apakah 
dalam dunia pendidikan ada yang menggunakan politik atau tidak. 
Kebijakan publik (public policy) pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari 
dua hal pokok yaitu dasar atau tujuan awal terbentuknya negara/masyarakat, dan 
berhubungan dengan kekuasaan politik.  Aspek pertama berkaitan dengan 
pencapaian tujuan bersama (common goal) terbentuknya sebuah negara yaitu 
mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga. Aspek pertama bersentuhan dengan 
pengertian ”negara” (state) di mana negara merupakan kumpulan  dari sekelompok 
orang yang hidup dan saling bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu yang 
telah ditetapkan. Pembentukan sebuah negara umumnya memiliki lima persyaratan 
yaitu adanya kesatuan wilayah, ada warga masyarakat, memiliki kedaulatan, dan 
ada pengakuan dari negara lain. Adapun aspek kedua berkaitan dengan  pemberian 
mandat kepada sekelompok elit yang akan melaksanakan dan mewujudkan 
tercapaianya tujuan bersama. Untuk memudahkan proses pencapaian tujuan 
bersama maka ditunjuk atau dipilihlah sekelompok elit yang akan melaksanakan 
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dan mewujudkan tujuan bersama tersebut. Karena itu dalam kebijakan mencakup 
tiga unsur yaitu pemerintah, kekuasaan, dan masyarakat. Dengan demikian 
pengertian kebijakan mengacu pada serangkaian tindakan atau keputusan yang 
diambil pemerintah atau sekelompok elit yang berkuasa untuk memecahkan 
masalah publik. 
Budiardjo (2008: 20) memberikan pengertian kebijakan publik sebagai 
suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik 
dalam usaha memilih tujuan  dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada umumnya, 
pihak yang membuat kebijakan-kebijakan tersebut memiliki otoritas atau  
kewenangan untuk melaksanakannya. Tilaar dan Nugroho (2008: 184) 
mendefinisikan kebijakan sebagai keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya 
pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara yang 
bersangkutan. Sedangkan Islamy (1992: 20) mengartikan kebijakan publik sebagai 
serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan 
oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu 
demi kepentingan seluruh masyarakat. 
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa politik dan pendidikan sulit 
untuk dipisahkan dan bahkan ibarat dua mata uang. Setelah kita mengetahui arti 
dari politik pendidikan, maka pada bagian pembahasan berikutnya akan 
ditampilkan topik tentang intervensi politik terhadap pendidikan pasca reformasi. 
Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa politik memiliki intervensi dari 
setiap kebijakan pendidikan pasca reformasi. 
 
B. Intervensi Politik Dalam Pendidikan 
Politik dan pendidikan merupakan dua hal yang tidak boleh tercampur. 
Politik dan pendidikan memiliki tujuannya masing-masing. Tapi seperti yang 
khalyak ketahui, bahwa sekarang ini politik telah mencampuri urusan pendidikan 
secara terang-terangan. Hampir semua elemen sekolah dikontrol oleh kepentingan 
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politik. Alhasil, peran pendidikan sebagai sarana mengubah generasi bangsa 
menjadi generasi intelektual malah berubah menjadi sarana mengisi kantong dan 
mempertinggi jabatan. Politik bisa dikatakan sebagai sebuah tombak tajam yang 
bisa membunuh cita-cita utama pendidikan yaitu mencerdaskan bangsa.   
Apa jadinya jika seorang guru melakukan kampanye politik di dalam 
sekolah. Ini pasti akan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Siswa akan 
sulit fokus ke pelajarannya karena ikut terpengaruh dengan gejolak politik yang 
diumbar gurunya. Bukan hanya itu, nantinya juga bisa terjadi bentrokan karena 
perbedaan pendapat mengenai masalah politik di dalam sekolah. Apakah itu antara 
murid dengan murid, murid dengan guru, bahkan antara guru dengan guru. Guru 
melakukan kampanye ini untuk kepentingan pribadinya. Ia membantu 
mengkampanyekan seorang tokoh dan nantinya ia akan meminta imbalan. Untung-
untung saja jika orang yang dikampanyekan adalah orang yang baik, tetapi jika 
yang dikampanyekannya adalah orang yang memiliki akhlak yang sedikit lurus dan 
juga sedikit bengkok, apa jadinya negara ini. 
Banyak jabatan tinggi yang diperoleh oleh bagian dari instansi pendidikan 
seperti guru berasal dari koneksi dengan pemerintah daerah. Jabatan ini tidak 
diperoleh karena kompetensi yang dimilikinya. Contohnya jabatan kepala sekolah 
atau wakil kepala sekolah. Jabatan ini dapat dengan  mudah diperoleh jika orang 
yang mengisi kursi pemerintahan daerah adalah orang terdekat. Orang terdekat 
yang dimaksudkan bukan hanya keluarga atau sahabat, tetapi juga  rekan politik. 
Rekan politik yang sudah dibantu jalannya untuk memasuki pemerintahan daerah 
akan melakukan sesuatu yang  bisa disebut balas budi. Rekan politik ini akan 
mengangkat jabatan si guru yang mengkampanyekannya. Hal ini dapat mudah 
dilakukan oleh pemerintah daerah karena mereka memang memiliki kewenangan 
untuk melakukannya. Pada Akhirnya, orang yang memiliki kemampuan yang lebih 
baik akan terabaikan dan tentunya hal ini akan menghambat perkembangan 
pendidikan. 
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Intervensi politik terhadap pendidikan tidak hanya menganggu siswa. Hal 
ini juga mengusik ketenangan dan ketentraman guru. Pasalnya, banyak guru yang 
dipindahkan hanya karena tidak mendukung pemerintah pada masa kampanye 
pilkada yang sekarang ini telah terpilih. Alhasil, distribusi guru tidak merata. "Di 
Sulsel, banyak sekolah dasar yang gurunya cuma tiga orang untuk kelas enam, 
padahal ada kelebihan jumlah guru mencapai 500 ribu guru"ujar Pengurus Besar 
Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) di antara news 20/06/2011. 
Bagaimana pendidikan bisa maju jika distribusi guru saja tidak merata. 
Hal yang perlu dilakukan untuk meminimalisir dampak dari intervensi 
politik terhadap pendidikan adalah dengan melakukan pembatasan otonomi 
pendidikan di daerah. Oknum yang  seharusnya mengatur pendidikan adalah 
pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk menghentikan tingkah laku kurang ajar 
oknum-oknum pemerintahan di daerah-daerah yang sering menyalahgunakan 
wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Jika sudah dilakukan pembatasan 
terhadap wewenang pemerintah daerah di bidang pendidikan, maka elemen-elemen 
dari instansi pendidikan tidak akan menaruh harapan lagi ke rekan politiknya itu. 
Jika mereka menginginkan kenaikan pangkat atau jabatan, maka mereka harus giat 
bekerja dan melatih kompetensinya. Dan pada akhirnya, semua jabatan tinggi akan 
diisi oleh orang-orang yang kompeten. Orang-orang inilah yang nantinya akan 
membawa pendidikan Indonesia sampai pada puncak tertinggi. 
Intervensi politik terhadap pendidikan memang sangat meresahkan. Ada 
banyak dampak buruk yang dapat ditimbulkan. Maka dari itu, seluruh rakyat 
Indonesia harus berpartisipasi dalam menghentikan masalah ini. Bentuk 
partisipasinya bukan dalam tindakan anarkis, melainkan dengan memberikan 
masukan, ide, ataupun kritikan ke pemerintah melalui anggota DPR.Tetapi jika 
anggota DPR hanya mementingkan diri sendiri, ini akan menjadi cerita horor yang 
lain. 
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C. Pendidikan Era Pasca Reformasi 
Proses globalisasi telah membuat perubahan yang besar dalam lapangan 
ekonomi dan politik, karena itu mau tidak mau juga akan menimbulkan perubahan-
perubahan besar dalam bidang pendidikan baik pada tingkat lokal, nasional maupun 
internasional. Saat sekarang terjadi reorientasi pendidikan baik pada tingkat 
kelembagaan, kurikulum maupun manajemen sesuai dengan perkembangan-
perkembangan baru yang terjadi dalam proses globalisasi tersebut. 
Pepatah kaum kapitalis menyebutkan  “tidak ada sarapan pagi yang gratis”. 
Tampaknya pepatah ini mulai digunakan oleh beberapa perguruan tinggi besar di 
Indonesia dalam menjalankan visi pendidikannya. Beberapa Perguruan Tinggi 
Negeri (PTN) memasang tarif yang gila-gilaan, akibatnya sebagian besar orang tua 
dan anak anak lulusan SMA menjadi kelimpungan. Impian untuk dapat 
mengenyam pendidikan di PTN favorit seakan dihadang ranjau yang 
membahayakan masa depannya. Ada sebuah fenomena menarik dikalangan PTN 
besar dan favorit di Indonesia yang terkesan “money oriented”, hanya bersifat 
materialistis belaka, yang hanya dengan sebuah argumentasi bahwa subsidi dari 
pemerintah/negara untuk PTN minim sekali dan tidak dapat memenuhi kebutuhan 
PTN. PTN ini telah membuat kebijakan pembayaran uang kuliah yang sulit 
dijangkau masyarakat umum, tanpa mau berpikir panjang mencari sumber sumber 
dana alternatif selain “memeras” mahasiswanya. 
Pihak PTN berpikir bahwa kampus yang mereka kelola sangat marketable 
sehingga merekapun mengikuti hukum ekonomi, “biaya tinggi mengikuti 
permintaan yang naik”. Memang cukup dilematis, disatu sisi masyarakat dan 
negara selalu ingin meningkatkan kemampuan atau kecerdasan penerus bangsanya 
tetapi secara paradoks, masyarakat telah dibelenggu oleh biaya pendidikan yang 
mahal dan membuat seolah olah hanya kaum yang berduitlah yang mampu 
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menyekolahkan anaknya Liberalisasi pendidikan terutama pada perguruan tinggi 
yang dipromosikan oleh WTO (World Trade Organization) sebetulnya dibungkus 
dengan sesuatu yang positip yakni agar lembaga pendidikan asing bisa memacu 
peningkatan mutu pendidikan di Indonesia namun realitas dilapangan tidak 
sepenuhnya sesuai dengan cita cita awalnya. Pendidikan tinggi di Indonesia 
semakin mahal sehingga semakin menjauhkan masyarakat menengah ke bawah 
untuk menyekolahkan anaknya di perguruan tinggi negeri favorit yang murah. 
Pendidikan di Indonesia selama ini terkesan tidak terfokus, ganti menteri 
pendidikan maka ganti juga kurikulum dan sistem pendidikannya. Pendidikan di 
Indonesia kurang membentuk kepribadian akademis (academic personality) yang 
utuh. Kepribadian akademis sangat penting dimiliki oleh pelaku pendidikan (anak 
didik dan pendidik) yang akan maupun yang sudah menguasai ilmu pengetahuan. 
Kepribadian akademislah yang dapat membedakan pelaku pendidikan dengan 
masyarakat umum lainnya. Perkembangan pendidikan di Indonesia tak ubahnya 
seperti industri, pendidik hanya bertindak sebagai pencetak produk masal yang 
seragam tanpa memikirkan dunia luar yang berubah menjadi lebih rumit. Cara 
pendidik mengajar juga cenderung mengarah pada pembentukan generasi muda 
yang dingin dan mengagungkan individualisme. Diskusi yang bersifat dialog jarang 
terjadi dalam proses pendidikan kita, bersuara kadangkala diartikan keributan yang 
dikaitkan dengan tanda bahwa anak yang bersangkutan tidak disiplin atau bahkan 
dianggap bodoh. Kondisi pendidikan utamanya di perguruan tinggi dewasa ini 
terlihat kurang kondusif dan kurang konstruktif karena terjadi gejala sosial yang 
kurang baik muncul dalam lingkungan kampus. Konflik antar mahasiswa atau 
pimpinan lembaga pendidikan tinggi telah terjadi di beberapa kampus, sehingga 
citra lembaga pendidikan tinggi agak mengalami kemunduran. Tampaknya 
pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya mampu mewujudkan watak dari ilmu 
pengetahuan yang bersifat terbuka.  
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Ilmu pengetahuan menolak adanya sifat tertutup. Apa yang dianggap benar 
harus dapat dibuktikan (diverifikasi) secara terbuka di depan publik. Jika kita 
mengatakan bahwa air yang dipanaskan sampai 100 derajat celcius akan mendidih, 
maka dipersilakan semua orang untuk membuktikan fenomena tersebut. Karena itu 
kalangan akademisi harus memiliki sifat keterbukaan tersebut, kita harus dapat 
mengembangkan pengetahuan baru seperti konsep dan teori baru secara terbuka 
dan bukan untuk disembunyikan seperti dalam budaya konservatif. Pada awalnya 
ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari dunia pendidikan berposisi untuk 
melakukan perlawanan terhadap mitos-mitos, seperti perlawanan Socrates terhadap 
tradisi mitologi budaya Yunani kuno yang percaya akan adanya dewa-dewi dan 
menganggapnya sebagai segala galanya. Socrates sangat percaya bahwa akal 
manusia dapat menjadi sumber kebenaran. Maksud dari perlawanan ini bahwa ilmu 
pengetahuan mengembangkan watak rasionalitas dalam menjalankan proses 
pendidikan. Ditengah gejala kurang fokusnya orientasi pendidikan kita, pendidikan 
di negara kita juga dihinggapi oleh masalah masih minimnya tingkat kesejahteraan 
para pendidik (kaum guru) yang mengemban tugas meningkatkan kecerdasan anak 
bangsa. Ungkapan pahlawan tanpa tanda jasa yang dilabelkan kepada sosok guru 
telah membentuk kesadaran masyarakat tersendiri bahwa tugas guru hanya 
mencerdaskan bangsa tanpa mengurus kesejahteraannya sebagai manusia.  
Guru merupakan faktor yang penting dalam pendidikan, sebaik apapun 
sistem dan kurikulumnya yang dibuat, jika tidak didukung oleh profesionalisme 
guru maka bisa dipastikan hasilnya tidak maksimal. Undang-Undang tentang Guru 
dan Dosen yang telah disahkan tidak secara cepat ditindaklanjuti oleh pemerintah. 
Pemerintah dalam melakukan reorientasi pendidikan belum menyentuh substansi 
dasar pada pihak pendidik dan sarana prasarana belajar, selama ini pembaharuan 
baru ditunjukkan melalui perubahan perubahan kurikulum saja dan masih minim 
melakukan perbaikan sarana dan prasarana, kita bisa lihat di pedesaan banyaknya 
gedung gedung sekolah yang rusak dan kurang mendapat perhatian serius. Ada 
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sesuatu yang krusial atas kompleknya permasalahan dalam dunia pendidikan di 
Indonesia dimana anggaran pendidikan kita masih jauh dari anggaran yang 
digariskan yaitu 20% dari  APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 
seperti disyaratkan oleh Undang Undang Dasar kita. Sebagai gambaran saja, untuk 
tahun 2006 anggaran pendidikan kita baru Rp 41,3 triliun atau sekitar 9,1% dari 
APBN, bahkan peningkatan anggaran pendidikan yang diajukan oleh pemerintah 
untuk RAPBN 2007 sangat tidak signifikan sekali yakni hanya menjadi Rp. 51,3 
triliun atau sekitar 10,3 % dari RAPBN. Memang sebuah angka yang masih jauh 
dari kata cukup. 
Meminjam pendapat seorang tokoh terkenal di bidang pendidikan dari 
negara Brazil yakni Paulo Friere dalam bukunya berjudul Pedegogy of Hope yang 
mengatakan  bahwa “tujuan pendidikan hendaknya bukan berpihak kepada partai 
ini atau partai itu, juga bukan kepada agama ini atau agama itu yang sectarian atau 
ideologis, melainkan pendidikan harus ditujukan untuk pembebasan yakni agar 
orang mampu secara beradab menentukan pilihannya”. Kita mengenang pikiran 
Rene Descartes yang mengatakan bahwa “aku berpikir, aku sadar, maka aku ada” 
dengan demikian, kesadaran yang ada dalam pikiran itu membuat kita memiliki 
pengetahuan. Dari kesadaran itu kemudian muncul pemahaman tentang nilai-nilai, 
dimana kita memiliki kebebasan untuk memberikan pengertian terhadap istilah 
yang dibuat dengan menggunakan kebebasan berpikir yang disertai dengan rasio.  
Kondisi pendidikan di Indonesia harus mulai diarahkan kepada 
peningkatan kesadaran peserta didik dalam memandang objek yang ada, peran 
pendidik yang sangat dominan dan otoriter harus dikurangi, peranan pemerintahpun 
dalam “mengacak-acak” kurikulum harus dikaji secara cermat, kalaupun itu harus 
dilakukan maka terlebih dahulu harus dilakukan penyerapan aspirasi secara 
demokratis.  Segenap komponen bangsa harus turut melakukan pembenahan sistem 
pendidikan di Indonesia sehingga penciptaan kesadaran individu dalam rangka 
kebebasan berpikir dan bertindak dengan mengedepankan etika dan norma di 
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masyarakat dapat diwujudkan, hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal di 
bangku sekolah dan juga pendidikan non formal sebagai metode pendampingan 
masyarakat luas dalam proses pendidikan bangsa yang harus terus dilakukan secara 
kontinyu, karena di masa sekarang maupun di masa mendatang, seorang intelektual 
tidak hanya cukup bergutat dengan ilmunya belaka namun realita sosial di 
masyarakat juga harus menjadi objek pemikiran dalam dirinya.  
Pemerintah dan lembaga politik lainnya harus memiliki komitmen untuk 
terus berupaya meningkatkan anggaran bagi dunia pendidikan di Indonesia 
sehingga angka 30% dapat segera terealisasikan. Dengan ketatnya persaingan 
dewasa ini, arah pendidikan di Indonesia harus mampu berperan menyiapkan 
peserta didik dalam konstelasi masyarakat global dan pada waktu yang sama, 
pendidikan juga memiliki kewajiban untuk melestarikan national character dari 
bangsa Indonesia. 
 
D. Intervensi Politik dalam Kebijakan Pendidikan Pasca Reformasi 
Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial 
politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Meskipun 
pendidikan dan politik berposisi sebagai dua elemen penting dalam sistem sosial 
politik, namun sering dikaji sebagai bagian-bagian yang terpisah. Tentu saja hal 
demikian tidak tepat karena pendidikan dan politik bahu membahu dalam proses 
pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, satu sama 
lain saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembaga dan proses 
pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat 
sehingga membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan di suatu negara. 
Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan ada hubungan erat dan dinamis antara 
pendidikan dan politik di setiap negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris 
yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi 
perhatian para ilmuwan. 
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Menurut Islamy (1992: 10) gambaran jelas tentang keterkaitan antara 
pendidikan dan politik dapat kita telusuri di dunia Islam, dimana sejarah peradaban 
Islam banyak ditandai oleh kesungguhan para ulama dan umara dalam 
memperhatikan persoalan pendidikan sebagai upaya untuk memperkuat posisi 
sosial politik kelompok dan pengikutnya. Lebih lanjut Supandi dan Sanusi (1988: 
80) tentang pendidikan pada masa Islam klasik dengan hasil kesimpulan dalam 
sejarah perkembangan Islam, Institusi politik ikut mewarnai corak pendidikan yang 
dikembangkan. Keterlibatan para penguasa dalam kegiatan pendidikan waktu itu, 
menurut Rasyid, tidak hanya sebatas dukungan moral kepada para peserta didik, 
melainkan juga dalam bidang administrasi, keuangan dan kurikulum (1994: 3). Dia 
menulis sebagai berikut. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pendidikan merupakan salah satu 
konstalasi politik. Peranan yang dimainkan oleh masjid-masjid dan madrasah-
madrasah dalam mengokohkan kekusaan politik para penguasa dapat dilihat 
dalam sejarah. Di lain pihak, ketergantungan pada uluran tangan para penguasa 
secara eonomis, membuat lembaga-lembaga tersebut harus sejalan dengan nuansa 
politik yang berlaku. 
 
Kutipan di atas menegaskan bahwa hubungan antara politik dan pendidikan 
di dalam tampak sedemikian erat. Perkembangan kegiatan-kegiatan kependidikan 
banyak dipengaruhi oleh para penguasa dan para penguasa memerlukan dukungan 
institusi-institusi pendidikan untuk membenarkan dan mempertahankan kekuasaan 
mereka. Hal ini dapat dipahami, karena tujuan pemerintahan Islam, Menurut 
Harman (1984) di dalam Islamy (1992: 3), adalah “menegakkan kebenaran dan 
keadilan.  
Di negara-negaa Barat, kajian antara hubungan pendidikan dan politik 
dimulai oleh Plato dalam bukunya Repuplic. Walaupun utamanya membahas 
berbagai persoalan kenegaraan, buku tersebut juga membahas hubungan antara 
ideologi dan institusi negara dengan tujuan dan metode pendidikan. Berikut ini 
adalah kesan mendalam Allan Bloom (1987: 380) tentang Republic: 
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For me (Republic is) the book on education, because it really explains to me what 
I experience as a man and a teacher, and I have almost always used it to point 
out what we should not hope for, as a teaching of moderation and resignation. 
 
Plato mendemonstrasikan dalam buku tersebut bahwa dalam budaya 
Helenik, sekolah adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga-
lembaga politik. Ia menjelaskan bahwa setiap budaya mempertahankan kontrol atas 
pendidikan di atas kelompok-kelompok elit yang secara terus menerus menguasai 
kekuasaan politik, ekonomi, agama dan pendidikan. Plato menggambarkan adanya 
hubungan dinamis antara aktivitas kependidikan dan aktifitas politik. Keduanya 
seakan dua sisi dari satu koin, tidak mungkin terpisahkan. Walaupun sangat umum 
dan singkat, analisis Plato tersebut telah meletakkan fundamental bagi kajian 
hubungan politik dan pendidikan di kalangan ilmuwan generasi berikutnya. 
Dalam ungkapan Albernethy dan Coombe (1965: 287) di dalam M. Sirozi 
(2010: 7), education and politics are inextricably linked (pendidikan dan politik 
terkait tanpa bisa dipisahkan). Menurut mereka (1965: 289), hubungan timbal balik 
antara pendidikan dan politik dapat terjadi melalui tiga aspek, yaitu pembentukan 
sikap kelompok (group attitude), masalah pengangguran (unemployment), dan 
peranan politik kaum cendikia (the political role of the intelligentsia). Kesempatan 
dan prestasi pendidikan pada suatu kelompok masyarakat, menurut mereka, dapat 
memengaruhi akses kelompok tersebut dalam bidang sosial, politik dan ekonomi. 
Perbedaan signifikan antarberbagai kelompok masyarakat yang disebabkan oleh 
perbedaan pendidikan dapat dilihat pada distribusi kekuasaan politik dan ekonomi 
serta kesempatan kerja, khususnya pada sektor pelayanan publik. Di negara-negara 
pascakolonial kelompok masyarakat yang mendapat privilese pendidikan lebih 
mampu melakukan kosolidasi kekuatan, lalu muncul menjadi kelompok penguasa 
yang menguasai partai-partai politik dan sektor pelayanan publik. Privilese atau 
diskriminasi pendidikan bisa terjadi karena alasan-alasan budaya atau agama. 
 
E. Penutup 
 
 
 
 
 
13 
 
ISSN : 2252-3812 
Vol. IV No. 2 Edisi September 2015-Februari 2016 
 
Pendidikan merupakan upaya untuk mencerdaskan generasi bangsa agar 
dapat menjadi warga Negara Indonesia yang memiliki daya saing yang tinggi di era 
globalisasi ini. Mengingat pentingnya pendidikan bagi masyarakat Indonesia 
banyak pihak yang berupaya menarik-narik pendidikan dalam dunia politik demi 
memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya baik bagi diri sendiri maupun 
kelompok. Ada yang berniat baik ingin memajukan pendidikan Nasional namun 
tidak sedikit diantara politisi tersebut yang hanya menjadikan pendidikan sebagai 
alat politik saja. Intervensi politik dalam dunia pendidikan semakin menjadi-jadi 
dan berkembang biak setelah masuknya era reformasi.  
Pada era ini pendidikan betul-betul telah dijadikan alat politik untuk 
mendulang suara demi mencapai kemenangan dan memenuhi hasrat politik. 
Intervensi politik dalam dunia pendidikan tidak selamanya bernilai negative, 
intervensi ini dapat pula bernilai positif apabila diintervensi oleh politisi-politisi 
yang memiliki idealism yang tinggi tanpa memperhitungkan untung rugi baik bagi 
diri maupun kelompoknya. Namun saying, politisi seperti ini jumlahnya masih 
relatif sedikit sehingga tidak terlihat pada permukaan. 
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